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ABSTRAK 

Nama :  Namirah 

NIM :  160101003 

Fakultas/Prodi :  Syari’ah dan Hukum/Hukuk Keluarga 

Judul     : Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Naik  di 

Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues 

Tanggal Sidang :  28 Agustus 2020 

Tebal Skripsi      :  67 Halaman 

Pembimbing I       :  Dr. Mursyid Djawas S. Ag., M.H.I 

Pembimbing II  :  Muhammad Iqbal MM., 

Kata Kunci      :  Persepsi Masyarakat, Perkawinan Naik 

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan 

batas minimal  usia dalam perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 

(enam belas) tahun bagi wanita. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan 

atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juga disebutkan bahwa bagi pria dan wanita 

harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kenyataannya yang terjadi 

dimasyarakat Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues masih terjadi perkawinan 

dibawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun KHI. Pertanyaan 

dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan 

usia dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, apa faktor penyebab perkawinan usia dini 

di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap 

perkawinan usia dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa sebagian masyarakat 

mendukung perkawinan usia dini dan ada sebagian sebagian masyarakat sama sekali 

tidak mendukung jika perkawinan itu terjadi, karena banyak mudharat yang 

ditimbulkan ketika ia sudah berumah tangga. faktor penyebabnya adalah faktor 

keluarga, faktor media sosial, faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, tingkat 

pendidikan dan perkawinan naik (kawin lari). Adapun pandangan hukum Islam 

terhadap perkawinan usia dini  adalah para ulama berbeda pendapat, bolehnya menikah 

diusia dini mereka beralasan ketika Rasulullah menikah Aisyah pada umur enam tahun 

ada juga tidak membolehkan menikah diusia dini karena syarat ketika sudah menikah 

adalah yang layak kawin, dalam artian mampu beristri, mencari nafkah dan memimpin 

keluarga. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan usia dini 

sebaiknya tidak dilakukan, karena akan menimbulkan dampak negatif ketika sudah 

melakukan perkawinan atau berumah tangga, walaupun ada sebagian masyarakat yang 

mendukung perkawinan usia dini namun hal tersebut karena adanya faktor tertentu. 
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KATA PENGANTAR 

 

 
 

 Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. Yang telah 

memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam 

juga disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Keluarga dan sahabatnya 

sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyyah kealam yang 

penuh dengan ilmu penegetahuan. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini, dalam rangka memenuhi beban studi untuk mendapatkan 

gelar sarjana hukum Islam pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka penulis telah 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap 

Perkawinan Naik di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues” 

 Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan 

dorongan dari banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, 

mengingat keterbatasan lembaran ini. Kendati demikian dengan rasa hormat dan 

puji syukur yang diutarakan ke haribaan-Nya dan semua individu baik secara 

langsung maupun tidak, penulis ucapkan terima kasih penulis kepada ayah 

Hasan Basri dan Ibunda Asiyah dan Ibunda Sanimah yang telah 

menyemangatkan, membesarkan dan mendidik saya sehingga dapat melanjutkan 

pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ucapan terima kasih kepada adik-adik 

tercinta Ramadhani, Maulida dan Mutiara yang senantisa mendukung dan 

mendo’akan sehingga saya dapat menyelesaikan srata S1, dan tak lupa pula saya 

ucapkan terima kasih kepada kakek, nenek, makwe, makyu, pakcik, ibi ucak, ibi 

lah, dan ibi kul yang tak pernah lupa memberikan semangat untuk 

menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman 

dan sahabat yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam 

penyelesaian karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kepada dosen Fakultas 
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Syari’ah dan Hukum yang senantiasa mengajar, Membimbing dan mendidik 

sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Ucapan terima kasih dan 

penghargaan penulis kepada bapak Dr. Mursyid Djawas S. Ag., M.H.I selaku 

dosen pembimbing I dan bapak Muhammad Iqbal MM., selaku dosen 

pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya ilmiah ini. 

 Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada kepala KUA 

Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, Kepala Desa, Tengku Imum dan 

tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues yang 

telah banyak membantu memberikan data kepada penulis sehingga 

memudahkan penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Dengan segala 

kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentu banyak 

sekali kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan 

yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. 

Akhirnya hanya kepada Allah jualah harapan penulis, semoga jasa baik yang 

telah disumbangkan oleh semua pihak mendapat balasan-Nya. Aamiin Ya 

Rabbal ‘Alamin. 

 

 

Banda Aceh, 13 Agustus 2020 

Penulis, 

 

 

 

Namirah 
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TRANSLITERASI 

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u.1987 

1. Konsonan 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 Tidak ا 1

dilamban

gkan 

 ṭ t dengan ط 16 

titik 

dibawahn

ya 

 ẓ z dengan ظ B  17 ب 2

titik 

dibawahn

ya 

  ‘ ع T  18 ت 3

 ṡ s dengan ث 4

titik 

diatasnya 

  G غ 19

  F ف J  20 ج 5

 ḥ h dengan ح 6

titik 

dibawahn

ya 

  Q ق 21

  k ك Kh  22 خ 7

  L ل D  23 د 8

 Z z dengan ذ 9

titik 

diatasnya 

  M م 24

  N ن R  25 ر 10

  W و Z  26 ز 11

  H ه S  27 س 12

  ‘ ء Sy  28 ش 13

 ṣ s dengan ص 14

titik 

dibawahn

ya 

  y ي 29

 ḍ d dengan ض 15

titik 

dibawahn

ya 
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2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

 Fathah A ـَ

 Kasrah I ـَ

 Dammah U ـَ

 

b. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

 Fathah dan Ya Ai ـَ ي

 Fathah dan Waw Au ـَ و

 

Contoh: 

 haula :  هو ل                                     Kaifa : كيف

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinyan berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

 Fathah dan alif atau ya Ā ـَ ا/ ي

 Kasrah dan ya Ī ـَ ي

 Dammah dan waw Ū ـَ ي
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Contoh: 

 qāla :  قا ل  

 

م ئ  ramā : ر 

 

 qīla :   قِيْل  

 

 yaqūlu : ي فوٌْلٌ 

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua 

a. Ta Marbutah (ة) hidup 

b. Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keda kata itu 

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h. 

 

Contoh: 

طْف ا لْ  ةُ الَ  وْض   raudah al-atfal/raudatul atfal : ر 

 

ر   دِين ةُ المُن وَّ  al-Madinah al-Munawwarah/al-Madinatul munawwarah :ا لم 

 

ة ْ          Talhah:  ط لْح 
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Catatan: 

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuia kaidah penerjemah.  

Contoh: Hamad ibn Sulaiman 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan)dalam Kamus Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan  ialah  

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.
1
 Maka dari itu, untuk mencapai 

kebahagiaan tersebut tentu calon mempelai harus mempersiapkan diri sebelum 

berumah tangga. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat segi psikologis pada 

seseorang, karena anak remaja masih jauh dari kedewasaan  (mature, matang 

dan mantap), dan kondisi kejiwaanya masih labil dan  karenanya belum siap 

benar menjadi istri apalagi orang tua. Selain itu juga dapat dilihat dari sisi 

kemandirian, pada usia remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih 

tergantung pada orang tua dan belum mementingkan aspek-aspek (kasih 

sayang).
2
 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat 

(2) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap 

ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria 

dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan 

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 

Kenyataannnya dalam praktik masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti melakukan perkawinan 

dibawah umur tanpa melalui izin dari orang tuanya atau perkawinan naik (salah 

                                                             
1
 Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004), 

hlm. 2. 
2
 Khoirudin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan 

Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Yogyakarta:Academia+Tazzafa, 2009), 

hlm. 382. 
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satu bentuk perkawinan suku Gayo Lues). Salah satunya pada masyarakat 

Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.  

  Perkawinan naik  merupakan bentuk perkawinan suku Gayo Lues 

dimana perkawinan terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan 

dari salah satu atau kedua keluarga, sehingga wanita meminta supaya untuk 

dinikahkan dengan seorang pria melalui Kantor Urusan Agama. 
3
 Perbuatan  

izin dari orang tua bagi anak yang akan melangsungkan perkawinan dimana 

anak belum berumur 21 tahun merupakan pelaksanaan asas partisipasi keluarga 

sebagaimana dianut dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan sesseorang, karena ia 

akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari 

keluarga besar yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan izin dari orang 

tua.
4
 

Namun  hal ini cenderung terjadi, karena dalam pandangan masyarakat 

Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues yang keliru dalam  memaknai masalah 

perkawinan salah satunya adalah banyak anak yang masih dibawah umur 

melakukan perkawinan naik, hal ini bermula dengan pacaran setelah mereka 

menjalin hubungan beberapa bulan atau  beberapa tahun  mereka sepakat akan  

menikah, namun mendapat hambatan dari salah satu keluarga, kemudian mereka 

pun melakukan perkawinan tersebut. Pernikahan dini ini juga terjadi karena 

merupakan jalan keluar yang sering diambil keluarga dan  masyarakat  untuk  

menutupi aib dan  menyelamatkankan status anak pasca kelahiran yang  terjadi 

diluar  nikah, bahkan ada juga orang tua menyuruh putranya untuk menikahi 

seorang wanita melalui perkawinan naik, karena apabila melalui perkawinan  

naik, pernikahan dilakukan lebih gampang, maharnya juga lebih murah. Dalam 

hal ini tentunya bertentangan dengan Hukum Islam karena tujuan perkawinan 

                                                             
3
 Isma Tantawi Buniyamin S, Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues, (Sumatera Utara: 

USU Prees, 2011), hlm. 121. 
4
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 

2011), hal. 21. 
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itu sendiri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, 

juga dapat megatur kehidupan mereka diatas bumi ini serta dapat menikmati 

serta memanfaatkan segala yang telah disediakan Tuhan.
5
 

Dalam Al-Qur’an  memang tidak ditemukan  ayat  yang berkaitan 

dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada dua ayat dalam 

Al-Qur’an yaitu surat An-Nur ayat 32 dan Surat An-Nisa ayat 6 yang memiliki 

korelasi dengan usia baligh terutama pada kata-kata Shalihin dan rusydam.
6
 

 ن فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَأنَكِحُوا اْلأيَاَمَى مِنكُمْ وَالصَّالِِِيَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَآئِكُمْ إِن يَكُونوُا فُ قَرَآءَ يُ غْنِهِمُ اللهُ مِ 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka 

miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah 

Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (Q.S An-Nisa 

[4]:32)
7
 

  Kata Shalihin   الِحِين الصَّ  dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang و 

layak dikawini”, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina 

rumah tangga, bukan dalam berarti yang taat beragama. Ibnu Asyur 

memahaminya dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa. Menurutnya, 

jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu 

untuk tidak membantu mereka kawin, dengan asumsi mereka dapat memelihara 

diri dari perzinaan dan dosa,  Dengan demikian menurut Ibnu Asyur  yang tidak 

memiliki ketaqwaan dan kesalehan lebih perlu untuk diperhatikan dan dibantu. 

 

 

                                                             
5
 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal.29 

6
 Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 

Hlm. 60. 
7
 Departemen Agama dan RI, Al-Qur’an dan Terjemah:Special for Woman, 

(Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007).hlm. 354. 
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  Dalam tafsir Al-Maraghi, kata    الِحِين الصَّ -dimaknai sebagai para laki  و 

laki atau perempuan yang mampu menikah dan menjalankan hak suami istri, 

seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Maka dari itu, dapat 

dipahami bahwa indikator kesehatan mental seseorang itu sangat berkaitan 

dengan usia seseorang. Secara logika umum, orang yang sehat mental dan 

dewasa adalah orang yang usianya lebih dari anak-anak atau dapat dikatakan, 

matang secara kejiwaan dan pemikiran.  

   Kajian  usia baligh dapat dilacak kembali kepada kata Rusydan  رُشْدًا 

dalam surat An-Nisa ayat 6 sebagai berikut: 

ال هُ  نْهمُْ رُشْدًا ف ادْف عُوا إلِ يْهِمْ أ مْو  ان سْتمُ مِّ اح  ف إنِْ ء  اب ل غُوا النِّك  تَّى إذِ  ابْت لوُا الْي ت ام ى ح  ارًا و  بدِ  افًا و   َ ْْ لَ َ ْكُْلوُه إإِ مْ و 

نِي ًا ان  غ  ن ك  م  وا و  َُ ال همُْ ف ْ شْه دُوا  أ ن ي كْب  ف عْتمُْ إلِ يْهِمْ أ مْو  ا د  وفِ ف إذِ  َُ عْ ا ف لْي ْكُْلْ بِالْم  ًَ ن ك ان  ف قِي م  ف لْي سْت عْففِْ و 

سِيباً ف ى بِاللهِ ح  ك  ل يْهِمْ و   ع 

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.  

kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. 

dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan 

dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum 

mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka 

hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan 

Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut 

yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, 

Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi 

mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. 

(Q.S An-Nisa [4]: 6).
8
 

  Al-Maraghi menafsirkan dewasa (rushdan) yaitu apabila seseorang 

memahami dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, 

sedangkan balighul al-nikah  ialah jika umur telah siap untuk menikah. Artinya 

Al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh 

dibebani persoalan-persoalan tertentu. 

                                                             
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah..., hlm. 77. 
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  Dalam hal ini, Al-Qur’an hanya memberikan isyarat umum tentang cara 

menetapkan seorang itu baligh atau tidak baligh. Penafsiran ayat tersebut 

menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditentukan dengan mimpi dan rushdan, 

tetapi rushdan dan umur kadang-kadang tidak sama dan sukar ditentukan. 

  Adapun yang menjadi alasan dan problematika penulis mengambil 

judul tersebut adalah bahwa usia perkawinan sangat penting karena yang 

pertama bahwa usia muda bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju 

kelahiran lebih tinggi, yang disebabkan rentang waktu untuk hamil lebih 

panjang. Kedua bahwa fisik yang belum matang dan kepribadian yang labil, 

selain akan bepengaruh terhadap anak yang dilahirkan, juga sangat riskan bagi 

wanita yang hamil dalam usia muda.        

   Memang dalam Islam, batas usia baligh dan berakal menunjukkan awal 

kedewasaan atau awal kematangan, tetapi belum tentu matang dan dewasa, baik 

fisik maupun mental.  Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan 

tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat 

terhadap Perkawinan Usia Dini Di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues” 

 

A. Rumusan Masalah 

       Rumusan  Masalah dalam  suatu karangan ilmiah merupakan hal yang 

penting agar masalah yang di bahas tidak  menyimpang dari tujuan 

permasalahan yang akan di buat oleh penulis. Sesuai dengan  latar  belakang di 

atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia dini dini di Kec. 

Rikit Gaib Kab. Gayo Lues? 

2. Apa faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kec. Rikit Gaib Kab. 

Gayo Lues? 

3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan dini di Kec. Rikit 

Gaib Kab. Gayo Lues? 
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A  Tujuan Penelitan 

Suatu kegiatan  penelitian sudah tentu  me mpunyai suatu tujuan yang 

jelas dan pasti sesuai dengan maksud dari penelitian, demikian juga hanya 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia dini di 

Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues. 

2. Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya perkawinan usia dini di 

Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues. 

3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan dini di 

Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues. 

B. Kajian Pustaka 

  Sepanjang bacaan penulis, penelitian atau tulisan yang berkaitan 

dengan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini ditemukan yang 

membahas seperti judul diatas. Akan tetapi, penelitian ini yang berhubungan 

dengan topik diatas telah ditulis oleh beberapa orang antara lain: 

  Skripsi yang ditulis oleh Fauziah dengan judul “Usia Baligh Menurut 

Mazhab Syafi’i dan Hubungan dengan Cakap Bertindak”. Didalam skripsi ini 

membahas tentang pendapat Imam Syafi’i juga pendapat Imam Hambali, Maliki 

dan Hanafi mengenai usia seseorang. Menurut Imam Syafi’i dan Hambali 

menyatakan bahwa usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. 

Sedangkan imam Mailiki menetapkan 17 tahun, dan Imam Hanafi menetapkan 

usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan untuk anak 

perempuan 17 tahun dalam skripsi ini hanya menjelaskan pendapat beberapa 

imam Mazhab dalam menanggapi usia cakap kawin.
9
 

 

 

                                                             
9
 Fauziah, “Usia Baligh menurut  Mazhab Syafi’i dan Hubungan dengan cakap 

Bertindak” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah  IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh 

2008. 
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Skripsi yang ditulis oleh Nurlina dengan judul “Pencegahan Perkawinan 

di Bawah Umur (Analisis terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di 

Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)” dalam skripsi ini membahas tentang 

bahwa Undang-Undang Perlindngan Anak telah menetapkan batas minimal usia 

perkawinan yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Untuk 

mendukung program ini maka lembaga pelaksana instrumen hukum seperti 

KUA, Dinas Syari’at Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 

(DP3AP2KB) berupaya untuk mencegah perkawinan dibawah umur. Realitanya 

masih banyak terjadi perkawinan dibawah usia 16 tahun. Pertanyaan dalam 

penelitian dalam kajian ini adalah apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya 

perkawinan di bawah umur di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, 

Bagaimanakah praktik perkawinan dibawah umur yang dilakukan di masyarakat 

Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Bagaimanakah kekuatan lembaga pelaksana 

instrumen hukum dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Kec. 

Blangkejeren Kab. Gayo Lues.
10

 

   Skripsi yang ditulis oleh Mohd Hakim dengan judul “Implementasi 

Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahamah Rendah Syari’ah Bukit 

Mertajam Pulau Pinang)” penelitian ini membahas tentang kajian bahwa dalam 

Islam tidak ada batasan umur untuk seseorang menikha, tetapi di Negeri Pulau 

Pinang terdapat ketentuan yang membatasi umur minimal untuk menikah. 

artikel ini mengkaji penetapan usia perkawinan didalam undang-undang 

perkawinan di Malaysia, status kerja konsekuensi hukum terhadap pernikahan 

anak dibawah umu rtanpa persetujuan Mahkamah Rendah Syari’ah.
11

 

                                                             
10

 Nurlina, “Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis terhadap Lembaga 

Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)”, (Skripsi di Publikasikan), 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018. 
11

 Mohd Hakim, “Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah 

Rendah Syari’ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)”,  (Skripsi di Publikasikan), Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018. 
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   Skripsi ditulis oleh Tengku Ahmad Shafiq dengan judul “Batas Usia 

Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 

2003 (Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari’ah)” penelitian ini mengkaji tentang 

tentang bahwa Islam tidak membatasi usia perkawinan, Namun Negeri Selangor 

membatasi usia kawin 18 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan. 

Menurut Perspektif  maqasid Syari’ah usia yang ideal adalah usia yang ampu 

merealisasikan tujuan-tujuan pensyariatan perkawinan.
12

 

   Dalam skripsi yang ditulis oleh Adhar dengan judul “Pernikahan 

dibawah umur  (Kajian Masyarakat Taman Dato Sentuk Utama”. Dalam skripsi 

ini membahas tentang pandangan ulama dan pemerintah terhadap perkawinan 

dibawah umur, sebab-sebab terjadinya perkawinan dibawah umur.
13

 

 Skripsi Zaini dengan judul “Perkawinan Usia Muda Ditinjau menurut 

Program Keluarga Berencana dan Hukum Islam”. Aspek yang dibahas didalam 

skripsi ini menekankan pada keluarga berencana dalam hukum Islam, dimana 

salah satu usaha pemerintah untuk menghambat lajunya pertumbuhan penduduk 

dengan cara pembatasan/pengaturan kelahiran. Kesimpulan dalam penelitian ini, 

Islam tidak menghalangi atau melarang pengaturan/pembatasan kelahiran 

dengan cara mencegah kehamilan apabila keluarganys tak sanggup lagi memikul 

tanggung jawab keduanya.
14

 

 

 

 

                                                             
12

 Tengku Ahmad Shafiq, “Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga 

Islam Negeri Selangor Tahun 2003 (Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari’ah)”, (Skripsi 

dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Aceh, 2018. 
13

 Adhar, “Pernikahan di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Taman Dato Senu Sentul  

Ulama”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, 

Banda Aceh Aceh, 2011. 
14

 Zani, Pernikahan Usia Muda ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana dan 

Hukum Islam”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syaria’h dan Ekonomi  Islam, UIN Ar-

Raniry, Banda Aceh, 2011. 
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Muharil dalam skripsinya yang berjudul “Perkawinan Anak dibawah 

Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan 

Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)”. Dalam pembahasan ini digunakan 

metode Deskriftif analisis yaitu dengan membahas masala-masalah yang timbul 

sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-

sumber terkait hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan dibawah 

umur yang terjadi di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya 

kebanyakan dilakukan oleh perempuan, penyebabnya adalah karena faktor 

meringankan beban keluarga dan faktor melakukan hubungan suami istri diluar 

nikah, baik hamil ataupun tidak. Dampak yang dialami oleh kebanyakan pelaku 

yang menikah dibawah umur adalah kurangnya pemahaman dalam membina 

Rumah Tangga, kurangnya ilmu dalam mendidik anak, dan kurangnya 

kebutuhan ekonomi sehari-hari.
15

 

 Artikel ditulis oleh Cahya Wulan Dari dengan judul “Pencegahan 

meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Iniasi Pembentukan Kadarkum di 

Dusun Cemangal Desa Munding Kecamatan Begas” dalam tulisan ini dijelaskan 

bahwa usia pernikahan dini merupakan permasalahan serius yang harus segera 

diberikan solusi, dan salah satunya adalah masyarakat harus paham dampak 

negatif dari pernikahan dini. pernikahan dini rentan terhadap Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya. Maka dari itu 

masalah-masalah hukum yang timbul dari pernikahan dini harus segera diatasi, 

salah satunya adalah Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum 

(Kadarkum).
16

 

 

                                                             
15

 Muharil,  “Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga 

Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)”, (Skripsi tidak di 

Publikasi), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry , Banda Aceh, 2014. 
16

 Cahya Wulan Dari “Pencegahan meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan 

Iniasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemangal Desa Munding Kecamatan Begas” Jurnal 

Pengabdian Hukum Indonesia, Vol. 1 NO. 01, 2018, hal. 32. 
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 Artikel ditulis oleh Mubasyaroh dengan judul “Analisis Faktor 

Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya” dalam tulisan ini 

disebutkan bahwa masih banyak masyarakat mempraktikkan  pernikahan  dini. 

dalam  realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak negatif, dan hal 

ini akan mempengaruhin kehidupan  pribadi  maupun sosial pelakunya. 

Sehingga hal ini tidak diantisipasi tidak menutup kemungkinan perinkahan dini 

tidak mendatangkan kebahagiaan pada keluarga, sebagaimana tujuan dari 

pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan bahakn 

mungkin kesengsaraan bagi pelakunya.
17

 

 Artikel ditulis oleh Fitriana Tsany dengan  judul “Trend Pernikahan 

Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta 

Tahun 2009-2012)”  penelitian ini dilakukan  untuk  mengetahui  trend 

pernikahan  dini yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini termasuk 

penelitian  kuantitatif dengan teknik analisis data sekunder yang penulis dapat 

dari Badan Pusat Statistik Provinsi DIY yakni dalam Kidul dalam angka tahun 

2019-2014 dan juga indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Gunung Kidul 

tahun 2009-2012.
18

 

 Skripsi ditulis oleh Nurfajrina dengan judul “Pernikahan Usia Dini 

Telaah Berdasarkan Metode Istislahi (Analisis terhadap Keputusan Fatwa MUI 

Tahun 2009)” dalam tulisan ini dijelaskan bahwa pada tahun 2009, MUI 

mengeluarkan keputusan ijtima’ tentang pernikahan usia dini hukumnya sah 

sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetpai haram jika 

mengakibatkan mudarat. Dutinjau dari sisi maslahah, pernikahan dini tidak 

bertentangan dengan hukum Islam, sebab pernikahan bertujuan untuk 

menciptakan kemaslahatan. Namun dari dampak yang timbul dari pernikahan 

                                                             
17 Mubasyaroh “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi 

Pelakunya”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 7, NO. 2, 2016, hal.83. 
18 Fitriana Tsany “Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di 

Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)”,  Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 9, 

NO. 01, 2015, hal.386. 
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dini cenderung tidak mendatangkan maslahah bagi pasangan nikah. Hal inilah 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian ini adalah apa 

yang melatarbelakangi munculnya fatwa MUI Tahun 2009 tentang Hukum 

Pernikahan Dini, bagaimana maksud haram menikah pada usia dini jika 

dikhawatirkan timbul mudharat dalam fatwa MUI, dan bagaimana hukum 

pernikahan usia dini berdasar metode istislahi.
19

 

 

C. Penjelasan Istilah 

 Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman tentang kata-kata yang 

terdapat dalam judul karya tulis ini, maka perlu kiranya diberikan penjelasan 

istilah dan batasan kata-kata terlebih dahulu, karena tidak mustahil dalam suatu 

istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan makna 

yang saling bertentangan. Adapun kata-kata yang akan diberikan penjelasan 

adalah sebagai berikut: 

1. Persepsi Masyarakat 

 Persepsi merupakan  tanggapan, penerimaan langsung dari suatu 

serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui 

panca indranya.
20

 Sedangkan masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia 

yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat 

kontinyu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
21

 

 

 

 

 

                                                             
19

 Nurfajrina ““Pernikahan Usia Dini Telaah Berdasarkan Metode Istislahi(Analisis 

terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)”,(skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah 

dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. 
20

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama), 2011, hal. 1061. 
21

 M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar:Teori dan Konsep Ilmu Sosial, 

(Bandung:Refika Aditama), 1998, hal .63. 
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2. Perkawinan Naik  

   Perkawinan merupakan akad yang memberikan faedah hukum 

kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita 

dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta 

pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.
22

 

        Perkawinan naik merupakan bentuk perkawinan suku Gayo Lues 

dimana perkawinan terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan 

dari salah satu atau kedua keluarga, sehingga wanita meminta supaya untuk 

dinikahkan dengan seorang pria melalui Kantor Urusan Agama. 
23

 

D. Metode Penelitian 

 Setiap penulisan karya ilmiah tentu memberikan cara-cara atau langkah 

yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode 

penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagaimana lazimnya 

metodologi penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Karena 

pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objek 

serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan 

permasalahan. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi 

penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 

1.  Pendekatan Penelitian 

 Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan 

implementasi model secara kualitatif.
24

 Pendekatan atau metode kualitatif 

berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, 

kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara 

                                                             
22

 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 8. 
23

 Isma Tantawi Buniyamin S, Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues, (Sumatera Utara: 

USU Prees, 2011), hlm. 121. 
24

Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20 
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menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
25

 

Jadi Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang 

terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum 

yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih 

lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literature terkait Persepsi 

Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues. 

2. Jenis  Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis 

deskriftif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara 

tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau 

untuk menentukan pneyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
26

 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu 

juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan 

kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fikih, dan referensi 

lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini. 

3. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu: 

a. Bahan hukum primer, merupakan data pokok atau bahan utama 

penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek 

penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari 

analisis terhadap permasalahan Persepsi Masyarakat terhadap 

Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues. 

 

 

 

                                                             
25

Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif ...,hlm. 22 
26

 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 

2004), hlm. 25 
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b. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai 

tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada 

relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga 

dengan data kepustkaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, 

jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang 

bersesuaian dengan kajian penelitian ini.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang 

digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik 

pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian 

dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi 

ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-

masing dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Interview/Wawancara 

 wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat 

bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa 

dilakukan oleh psikoanalis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita 

seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-

lain.
27

 

 Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada masyarakat di 

Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten  Gayo Lues tentang persepsi masyarakat 

terhadap perkawinan usia dini. Berhubung populasi ini terlalu luas dan tidak 

memungkinkan untuk didata secara keseluruhan, maka peneliti menentukan sebanyak 

15 (lima belas) responden dengan kriteria: 

 

                                                             
27

Burhan Ashofa , Metode Penelitian Hukum,  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 

95. 
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1) Kepala Desa 4 (empat) orang, yaitu Kepala Desa Mangang, Kepala Desa 

Kota Rikit Gaib, Kepala Desa  Padang Pasir, dan Kepala Desa Gampong 

Tungel. 

2) Tengku Imum 4 (empat) orang, yaitu Tengku Imum Desa Mangang, Tengku 

Imum Desa Kota Rikit Gaib, Tengku Imum Desa Padang Pasir, Tengku 

Imum Desa Tungel. 

3) Pasangan nikah 2 (tiga) orang. 

4) Masyarakat sebanyak 4 (empat) orang, yaitu dua responden dari Desa 

Mangang, satu responden dari Desa Kota Rikit Gaib, satu responden dari 

Desa Padang Pasir dan satu responden dari Desa Tungel. 

5) Kepala KUA Kecamatan Rikit Gaib 

b. Angket 

Angket merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti dengan cara 

mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan dapat dikirim langsung kepada 

responden melalui pos, dengan harapan setelah diisi/dijawab dikirim kembali 

kepada peneliti. Atau dapat diserahkan kepada responden dengan cara 

mendatangi masing-masing responden agar mengisinya.
28

 Populasi dalam 

pertanyaan angket dalam penelitian ini adalah keseluruhan Kec. Rikit Gaib Kab. 

Gayo Lues, dan sampel adalah di Kec. Rikit Gaib terdiri 13 desa tersebut yang 

akan diambil 4 desa, yakni: Desa Mangang, Desa Kota Rikit Gaib, Desa Padang 

Psir dan Desa Tungel. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktik, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), 

hlm. 54. 
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c. Studi Dokumentasi 

       Data dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentangteori, pendapat, 

dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
29

 

Metode dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang 

diperlukan mengenai profil Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, data 

jumlah perkawinan dibawah umur, catatan dan agenda yang berhubungan 

dengan penelitian. 

5. Validitas Data 

         Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.
30

 Jadi validitas data 

mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data 

penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan 

antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang 

diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan 

proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait permasalahan Persepsi 

Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues. 

6. Teknik Analisis Data 

 Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan 

Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. 

Gayo Lues. Kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah 

yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara 

deskriptif-analisis, yaitu melihat menjelasan serta menganalisa prinsip-prinsip 

komunikasi dalam proses bimbingan konseling pranikah. Data-data yang telah 

dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

                                                             
29

 Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta:Media rafika, 

2006), hlm. 191. 
30

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-

119. 

 



17 
 

 
 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan mambuat kesimpulan.  

 Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display 

data, dan kesimpulan atau varifikasi: 

a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi 

b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua 

data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat 

pokok, menfo-kuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut 

memberi gambaran yang lebih jelas. 

c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka 

langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada 

langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah 

direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah 

tersaji secara akurat. 

d. Kesimpulan/conlution atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan 

atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan 

yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang 

sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti. 

7. Pedoman Penulisan Skripsi 

       Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018. Sedangkan terjemahan 

ayat al-Qur’an penulis kutip dari al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh 

Kementerian Agama RI Tahun 2012. 
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E. Sistematika Penelitian 

 Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini maka 

sistematika pembahasan akan dijabarkan kedalam empat bab yang terperinci 

sebagai berikut: 

 Dalam bab satu, merupakan uraian yang berisikan pendahuluan yang 

terdiri dari lima sub bagian yaitu latar belakang masalah sehingga menimbulkan 

suatu permasalahan juga dijelaskan dalam rumusan masalah, tujuan 

pembahasan, penjelasan istilah yang baik, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 Dalam bab dua akan dikemukakan tentang tinjauan umum terhadap 

Perkawinan usia Dini meliputi, pengertian perkawinan, rukun dan syarat 

perkawinan, prinsip perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 

dilanjutkan dengan aspek aspek perkawinan usia dini. 

Dalam bab ketiga merupakan bab inti didalamnya akan dibahas 

mengenai gambaran umum Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues. pembahasan yang 

sesuai dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Perkaiwnan Usia Dini.” 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana persepsi 

masyarakat tentang usia perkawinan usia dini, bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap perkawinan usia dini. dan apa yang menyebabkan perkawinan usia dini 

tersebut. 

 Dalam bab empat merupakan bab penutup yang akan diberi beberapa 

kesimpulan dan saran yang membina dengan harapan berrmanfaat dan berguna 

bagi semua pihak yang berkepentingan nanti, khususnya untuk penulis sendiri. 
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BAB DUA 

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN USIA DINI 

A. Perkawinan Usia Dini dalam Hukum Fikih 

     Didalam fikih para ulama berbeda pendapat terhadap perkawinan usia 

dini. Sebagian ulama memperbolehkan menikah antara laki-laki dan perempuan 

yang belum dewasa, hal ini dijelaskan dalam Q.S an-Nur ayat 32 tentang 

kelayakan seseorang untuk menikah. 

آء  يغُْنِهِمُ اللهُ مِن ف    َ إئِكُمْ إنِ ي كُونوُا فقُ  إمِ  الِحِين  مِنْ عِب ادِكُمْ و  الصَّ ى مِنكُمْ و  أ نكِحُوا اْلأ ي ام  لِيمٌ ضْْلِ و  عٌ ع  ِْ ا اللهُ و   هِ و 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara dan orang-

orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka 

dengan kurnia-Nya.Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui”. (QS. An-Nur [24]:32)
31

 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. Memerintahkan agar para 

pemuda (yang telah mencapai usia kawin) dikawinkan dan laki-laki (yang belum 

beristri) dinikahkan untuk menjaga kesucian dirinya. Kemudian Allah swt 

memerintahkan kepada pemuda-pemuda, yang jalan perkawinan tidak mudah 

bagi mereka, disebabkan oleh faktor-faktor material, atau rintangan-rintangan 

sosial. Agar mereka tetap menjaga kesucian dari segala perbuatan yang keji, 

serta menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah, sampai nanti Allah 

memberi mereka kelapangan rezeki dan memudahkan jalan bagi mereka untuk 

kawin.
32

 

 

 

                                                             
31 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah..., hlm. 354 
32

 Ali Ash- Shabuni, Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur’an jilid 2, (Mahtabah Al-

Ghazali Damsyik-Suriah:PT Alma ‘Arif, 1994), hlm. 301 
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 Al-Marwazi juga menjelaskan dalam ihktilaf al-ulama terutama kalangan 

ahl al-ilm, sepakat bahwa hukum seorang ayah menikahkan anaknya yang masih 

kecil (laki-laki atau perempuan) adalah boleh, dan tanpa harus adanya pilihan 

(khiyar) ketika dewasa. alasannya adalah bahwasannya rasulullah saw menikahi 

Aisyah ketika ia berumur enam tahun, dan hidup bersama pada umur 9 tahun.  

Hal ini dijelaskan dalam hadis ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 

dan Muslim yakni: 

نِي ِْ أ ن ا بنِْتُ َِسْعِ  ب ن ى بيِ و  ، و  نيِن  ِْ تِّ  ِْ أ ن ا بِنْتُ  لَّم  و   ْ ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  نيِ النَّبيُِّ ص  ج  وَّ  ن  َ ز 

“Dari ‘Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw. Menikahinya dikala ia 

dalam usia enam tahun, dan ia serahkan kepada Rasul ketika berusia 

berumur sembilan tahun, dan ia tinggal bersama rasul selama 

sembilan tahun”  

Dari hadis tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada larangan bagi seorang 

yang menikah diusia dini, karena menikah dini ini juga dipraktekkan pada masa 

Rasul dan Sahabat. Juga dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi. 

Yang artinya, “jika datang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan 

ahklaknya kamu sukai, nikahkanlah ia. Jika kamu tidak melakukan, niscaya 

akan terjadi fitnah dan kerusakan besar”. 

 Jelaslah bahwa dalam hadis ini tidak ada kata-kata mengenai pembatasan 

usia dalam perkawinan.
33

 Menurut imam mazhab seperti imam Malik dan 

Hanafi (fiqh konvensional) juga membolehkan nikah dini. Dasarnya adalah 

ketika Rasul menikahi ‘Aishah pada usia enam tahun (dinikahkan oleh Abu 

Bakar), dan Rasul menikahkan anaknya Ummu Kulsum dengan ‘Ali pada waktu 

masih kecil, demikian juga ‘Abdullah bin Umar menikahkan anaknya ketika 

                                                             
33

 Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 

2003), hlm. 200 



21 
 

 
 

masih kecil dan sahabat-sahabat lain.
34

 Abu Abdullah bin Hamid juga 

berpendapat boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil kepada kaum 

perempuan, hal ini berdasarkan menurut madzhab Syafi’i hal itu termasuk 

maslahat dan ia tidak mempunyai kondisi dimana izinnya ditunggu.
35

 

 Sebagian ulama yang tidak memperbolehkan menikah laki-laki dan 

perempuan sebelum dewasa mereka merujuk pada Q.S An-Nur ayat 32 dengan 

kata Shalihin,  dan didalam Q.S An-Nisa ayat 6 dengan kata Balaghun nikah dan 

Rusydan. 

آء  يغُْنِهِمُ اللهُ مِن ف    َ إئِكُمْ إنِ ي كُونوُا فقُ  إمِ  الِحِين  مِنْ عِب ادِكُمْ و  الصَّ ى مِنكُمْ و  أ نكِحُوا اْلأ ي ام  لِيمٌ و  عٌ ع  ِْ ا اللهُ و   ضْْلهِِ و 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara dan orang-

orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka 

dengan kurnia-Nya.Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui”. (QS. An-Nur [24]:32)
36

 

Kata shalihin dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa yang layak 

kawin, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah 

tangga, bukan dalam arti yang taat beragama lagi bertakwa. Menurut Ibn ‘Asyur 

yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu untuk diperhatikan 

dan dibantu. Perintah ini dapat merupakan perintah wajib jika pengabainnya 

melahirkan kemudharatan agama dan masyarakat, dan bila tidak mengakibatkan 

hal tersebut, ia dalam pandangan Imam Malik adalah anjuran atau mubah dalam 

                                                             
34

 Khoirudin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia,..hlm. 372 
35

 Syaikh Hasan Ayyub, Panduan Keluarga Muslim, (Jakarta:Cendekia Sentra Muslim, 

2002), hlm. 83 
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pandangan Imam Syafi’i.
37

 Kemudian dalam Q.S An-Nisa ayat 6 juga 

disebutkan bahwa: 

ال هُ  نْهمُْ رُشْدًا ف ادْف عُوا إلِ يْهِمْ أ مْو  ان سْتمُ مِّ اح  ف إنِْ ء  اب ل غُوا النِّك  تَّى إذِ  ابْت لوُا الْي ت ام ى ح   مْ و 

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. 

(Q.S An-Nisa [4]:6)
38

 

Kata Balaghun Nikah bermaksud sudah cukup umur dan siap menikah, 

adalah sampai siap untuk beristri, yaitu setelah timbul keinginan untuk berumah 

tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal itu tidak akan bisa 

berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaannya.
39

 

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir disebutkan dalam pendapat 

Abu Hanifah wajib secara mutlak menyerahkan kepada anak yatim hartanya jika 

sudah mencapai umur 25 tahun, walau bagaimanapun keadaan sianak, jadi 

kapan sianak sudah mencapai umur 25 tahun
40

  Begitu juga dengan kata 

Rusydan dalam tafsir Al-Misbah  ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir 

kata Rusydan yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang 

menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Mursyid adalah 

pemberi petunjuk/bimbingan yang tepat.
41

 Dapat dipahami bahwa kata rusydan 

adalah seseorang yang dapat membelanjakan dan menggunakan hartanya 

dengan baik, karena apabila seseorang sudah menikah berarti dia telah berdiri 

sendiri, mengatur pula isteri dan rumah tangganya.
42
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 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah jilid 4, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm. 536 
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 Tafsiran pada kata Shalihin, Balaghun Nikah, dan Rusydan memberikan 

sinyal yang kuat bahwa kedewasaan atau baligh identik dengan usia seseorang 

secara umum. Dalam hal ini, Al-Qur’an hanya memberikan isyarat umum 

tentang cara menetapkan seseorang itu baligh atau tidak baligh. Penafsiran 

kedua ayat ini menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditentukan dengan mimpi 

dan dewasa, tetapi dewasa dan umur kadang-kadang tidak sama dan sukar 

ditentukan. Seseorang yang telah bermimpi ada kalanya belum dewasa dalam 

tindakannya. Hal ini dapat dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari. Oleh karena 

itu, kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula 

dengan tanda-tanda.
43

 

B. Perkawinan Usia Dini dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

     Undang-Undang Perkawinan adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974, 

tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 1974), serta Peraturan Pemerintah No. 9 

Tahun 1974) tentang Perkawinan yang di undangkan pada tanggal 1 April 1975 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No. 12 tambahan lembaran 

Negara RI Tahun 1975 Nomor:3050).
44

 Undang-undang ini antara lain bertujuan 

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
45

 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia 

telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya adalah calon suami 

dan istri haruslah telah “masak jiwa raganya” untuk dapat melangsungkan 

perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa 

berpikir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. 
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Sejalan dengan prinsip perkawinan tersebut, dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3)  

undang-undang ini menyebutkan bahwa: 

1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun 

(sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun. 

2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua 

orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua 

tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga 

dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak 

mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
46

 

      Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) yakni: 

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 

19 (sembilan belas) tahun. 

2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), oang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita 

dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat 

mendesak disertai bukto-bukti pendukung yang cukup. 

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan 

melangsungkan perkawinan.
47
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      Dalam hal ini, menurut Dedi Supriyadi bahwa batasan usia perkawinan 

dalam Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten. Pada pasal 6 ayat (2) 

menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua, 

tetapi pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perbedaanya, jika kurang dari 19 tahun, 

perlu izin pengadilan. Hal ini dapat dijelaskan dalam pasal 6 bahwa batasan usia 

perkawinan 21 tahun dan perlu izin orang tua atau wali, sebagai berikut: 

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai  

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud 

ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari 

orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaam tidak 

mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, 

orang yang memeliara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah 

dalam garis keturunan harus keatas selama mereke masih hidup dan dalam 

keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

5) Dalam hal ada perbedaan pendaat antara orang-oang yang disebut dalam 

ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka 

tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum 

tempa tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan 

orang tersebut dapat mem 

6) berikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 

(2), (3), dan (4) pasal ini. 



26 
 

 
 

7) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya Itu dari yang 

bersangkutan tidak menentukan lain.
48

 

    Hal demikian juga pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan 

atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

dijelaskan bahwa perbaikan norma untuk menjangkau menaikkan batas miimal 

umur perkawinan oleh wanita karena mengandung kemaslahatan bagi dia 

maupun rumah tangganya, karena usia yang dimaksudkan telah matang jiwa 

aganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan 

perkawinan secara baik tanpa berkahir pada perceraian dan mendapat keturunan 

yang sehat dan berkualitas. Apabila dilihat pada saat sekarang ini batas usia 

umur perkawinan 16 tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi 

dan megakibatkan kenaikan resiko kematian ibu dan anak, dengan kenaikan 

batas usia minimal perkawinan diatas 16 tahun bagi wanita mungkin 

mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan resiko kematian ibu dan anak 

juga rendah. 

Ketentuan batasan usia perkawinan ini seperti yang disebutkan dalam 

penjelasan Undang-Undang No. Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 

2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan didasarkan tentang perkawinan didasarkan kepada pernikahan 

pertimbangan kemaslahatan dalam rumah tangga.
49

 Disamping itu kepatuhan 

terhadap hukum perkawinan yang termanifestasi dalam bentuk Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 ini harus dipatuhi dan tidak boleh mengabaikannya atau 

dilanggar. 
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C. Perkawinan Usia Dini dalam Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa perkawinan 

merupakan akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
50

 Untuk mencapai hal 

tersebut tentu adanya kesiapan sebelum menikah. maka dari itu Kompilasi 

Hukum Islam membatasi usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 

15 ayat 1 bahwa” 

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya 

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah 

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon 

suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”
51

 

 Ketentuan batas usia nikah ini didasarkan kepada pertimbangan 

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Yang ditekankan adalah 

bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan 

perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan 

mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
52

 Untuk itu Kompilasi Hukum 

Islam menentukan usia itu sebagai usia kedewasaan untuk perkawinan bagi 

masyarakat muslim di Indonesia. Ketentuan usia itu berdasarkan kebutuhan 

masyarakat Indonesia dan sebagai jalan tengah dari usia yang terlalu rendah dan 

usia yang terlalu tinggi. Adanya aturan tentang usia perkawinan didalam 

Undang-undang perkawinan merupakan sikap ijtihadiyyah dari para penggiat 

hukum Islam di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan yan 

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dikhawatirkan akan menghasilkan 

keturunan yang tidak sejahtera, pentingya tercipta ketentraman dalam rumah 
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tangga maka hal itu akan sulit terwujud bila kematangan jiwa dan raga calon 

suami istri dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi dengan suami. 

Batasan usia yang telah digariskan oleh Undang-Undang, meskipun 

ketentuan itu tidak ada didalam kitab-kitab fikih pembatasan perkawinan ini 

sudah tidak ada lagi menimbulkan resistensi dari sebagian kelompok Islam, 

bahkan telah dianggap lumrah dan biasa.
53

 

 Agama Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia 

bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah, namun pelaksanaan pernikahan 

tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari perkawinan itu sendiri. 

Hal ini pula kiranya yang termaktub dalam penjelasan Undang-undang 

perkwinan ketika menguraikan maksud dari pasal tujuh, bahwa untuk menjaga 

kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batasan-batasan umur 

untuk perkawinan.
54

 Selain itu juga perkawinan seharusnya juga mendatangkan 

keberkahan atau kebaikan karena telah menyempurnakan setengah agama, 

namun berbeda halnya jika yang melaksanakan perkawinan anak yang masih 

kecil atau yang belum siap dinilai tidak maslahat Bahkan bisa menimbulkan 

mafsadah. Jadi, perkawinan ialah laki-laki dan perempuan mampu memenhi 

syarat usia bagi kedua calon suami istri. Sesuai dengan hukum Islam yang 

diterapkan di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 

ayat (1), perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah 

mencapai umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon 

istri sekurang-kurangya berumur 16 tahun. 
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D. Dampak Perkawinan Usia Dini 

Anak merupakan karunia dan amanah Allah swt yang harus senantiasa 

dijaga dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak 

sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian 

dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 

Konvensi Perserikatan Bangsa tentang Hak-hak Anak.
55

 Anak adalah putra 

kehidupan, masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa 

dan negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi 

penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang, berpatisipasi serta berhak mendapat perlindungan 

hukum.  

Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orang 

tua, keluarga, dan masyarakat, baik melalui perlindungan anak, lembaga 

keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, 

organisasi sosial, dunia usaha, media masa, bahkan lembaga peradilan. Orang 

tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan 

memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh 

hukum. Demikian juga dalam rangka penyelanggaraan perlindungan anak, 

negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksebilitas 

bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara 

optimis dan terarah.
56

  

Maka dari itu, ketentuan mengenai pembatasan usia menikah sangat 

penting karena beberapa hal yang melatarinya, terutama terkait dengan hak-hak 

perempuan dan anak itu sendiri. Kematangan usia merupakan akulmulusi dari 

kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama dan budaya.
57

 

                                                             
55

 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan,  Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 

(Jakarta:Pena Media, 2008), hlm. 1 
56

 Mardi Candra,  Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis tentang Perkawinan di 

Bawah Umur, (Jakarta:Prenada Media Group, 2018), hlm. 1 
57

 Ahmad Tholabie Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2019), 

hlm. 203 



30 
 

 
 

Perkawinan usia dini merugikan pihak perempuan, secara fisik kerugian yang 

dapat dialami  oleh wanita yang melakukan perkawinan usia dini adalah seperti, 

kematian ibu diusia muda akibat kehamilan prematur dan kebuta aksaraan 

perempuan yang diakibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk 

memperoleh pendidikan dasar, karena perkawinannya yang terlalu dini. selain 

itu, kerugian lain yang terkait dengan kondisi pernikahan mereka, baik secara 

ekonomi maupun secara mental.
58

 

 Secara ekonomi anak yang berumur masih muda biasanya belum 

mempunyai penghasilan yang tetap atau belum mempunyai penghidupan 

sendiri. Kalau pada umur demikian muda telah melangsungkan perkawinan, 

maka dapat diperkirakan bahwa kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan 

sosial ekonomi akan segera muncul, yang dapat membawa akibat yang cukup 

rumit. Seperti melakukan percekcokan bahkan sampai terjadi Kekerasan dalam 

Rumah Tangga (KDRT). Begitu juga dengan mental pasti akan terjadi sebuah 

permasalahan ataupun percekcokan apabila belum ada kesiapan untuk menikah,  

karena belum mampu secara emosional menghadapi masalah tersebut. Maka 

dari itu suami istri harus mengatur kematangan emosi dan pikiran, bila 

seseorang telah matang emosinya, telah dapat mengendalikan emosinya, maka 

individu akan dapat berfikir secara matang, berfikir secara baik, berfikir secara 

obyektif.  

Pasangan yang menikah dalam usia dini juga berdampak pada 

kesehatannya. Karena banyaknya emban yang harus dihadapi oleh pasangan 

yang terlalu muda, kesehatannya juga akan menurun. Selain itu karena 

kesehatannya terganggu maka dapat menimbulkan permasalahan dalam 

keluarga. Dapat dibayangkan bila suami atau isteri dalam keadaan sakit-sakit 

saja, hal ini akan menganggu ketentraman keluarga yang bersangkutan, yang 
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dapat berkaibat cukup jauh. 
59

 Dalam KHI pada bab XIV tentang Pemeliharaan 

Anak juga disebutkan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau 

dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak tercacat fisik maupun 

mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.
60

  

Oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai 

dibawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian 

sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban 

sebagai suami dan istri.  
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BAB TIGA 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues 

1. Geografis Wilayah 

Bila dirunut dari berbagi sumber sejarah, Kecamatan Rikit Gaib 

merupakan salah satu kecamatan yang tertua sejak tahun 1955 lalu. Dimana 

sebelumnya masih bergabung diwilayah Kabupaten Aceh Tengah dan sejak 

pembentukan kabupaten baru (Aceh Tenggarara) tahun 1974 Kecamatan Rikit 

Gaib tunduk ke pemerintahan Aceh Tenggara hingga tahun 2002 (28 tahun). 

Selanjutnya pada tahun 2002, dengan terbentuknya kabupaten Gayo Lues, maka 

Kecamatan Rikit Gaib berada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues 

hingga saat ini. Kecamatan Rikit Gaib berjarak lebih kurang 18 km dari pusat 

Kabupaten Gayo Lues dengan luas wilayah kecamatan sekitar 1715,01 ha/m2. 

Secara geografis, sebelah Timur bebatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang 

dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Pantan Cuaca. 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, sebelah Selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Kutapanjang, 

Kecamatan Blang Jerango, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dabun 

Gelang, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pantan Cuaca. 

Kecamatan Rikit Gaib memiliki luas wilayah 264,08 km2 atau sekitar 

4,76 persen dari total luas wilayah kabupaten Gayo Lues. Dari luas tersebut 

Kecamatan Rikit Gaib dibagi menjadi 13 desa yaitu, Desa Kuning, Padang 

Pasir, Mangang, Kota Rikit Gaib, Ampa Kolak, Cane Uken, Tungel, Pinang 

Rugup, Rempelam, Cane Toa, Tungel Baru, Lukup Baru dan Penomon Jaya. 

Jarak tempuh masing-masing desa cukup bervariasi desa Kuning harus 

menempuh jarah 19,2 km untuk menuju ke Ibu Kota Kecamatan. Desa tersebut 

memiliki jarak tempuh terjauh jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di 

Kecamatan Rikit Gaib. Desa Lukup Baru merupakan jarak tempuh terdekat 

dengan jarak 10 km untuk menuju ke Ibu Kota Kecamatan. Sementara itu, jarak 
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tempuh 11 desa lainnya menju Ibu Kota Kecamatan berkisar antara 11-18,5 

km.
61

 

2. Pemerintahan 

Tabel 1. Daftar Nama Pejabat Camat Rikit Gaib 

No Nama Tahun Menjabat Keterangan 

1. Aji Aman Merden 1955  

2. Wahab Aman Harun Al-Rasid 1955-1960  

3. Demek 1965  

4. Abuadin -  

5. Angkasa -  

6. Sahali -  

7. Zilkifli Hasrimi. BA 1979  

8. Basir Djahar. BA 1987  

9. M. Daud Ahmad. BA 1988  

10. Basir Djahar. BA 1922  

11. H. Sabaruddin Desky.  1955  

12. Mahmud. BA 1999  

13. Drs. Samsul Bahri 2000  

14. Drs. Djamaluddin Ilyas  2000  

15. Drs. Syaifuddin 2003  

16. Drs. Selamat 2004  

17. Jamluddin, S. Sos 2006  

18. Drs. Ibrahim Saleh 2007  

19. Ir. Usman Ali, MM 2010  

20. M. Ali, SE 2013  

21. Drs. Hasan Basri 2014  

22. Drs. H. Buniyamin. S 2015 Sekarang 

    Sumber Data: Dokumen Kecamatan Riki Gaib tahun 2018 
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3. Kependudukan 

     Kecamatan Rikit Gaib memiliki dua kemukiman yaitu kemukiman Suluh 

Jaya membawahi 7 (tujuh) desa diantaranya desa Lukup Baru, Pinang Rugup, 

Penomon Jaya, Tungel Baru, Rempelam dan Desa Cane Uken. Selanjutnya 

kemukiman Suluh Utama yang membawahi 6 (enam) desa diantaranya desa 

Kuning, Padang Pasir,  Mangang, Cane Toa, Rikit Gaib dan desa Ampa Kolak. 

Kemudian setiap desa memiliki dusun, keseluruhan desa berjumlah 43 dusun. 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Desa Dan Jenis Kelamin Dalam 

Kecamatan Rikit Gaib Tahun 2018 

 

No 

 

Desa 

Jenis Kelamin  

Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan 

1. Kuning 125 147 272 

2. Padang Pasir 155 185 340 

3. Mangang 120 133 253 

4. Rikit Gaib 256 271 527 

5. Ampa Kolak 169 183 352 

6. Cane Uken 145 143 288 

7. Tungel 239 245 484 

8. Pinang Rugup 163 161 324 

9. Rempelam 101 119 220 

10. Cane Toa 173 199 372 

11. Tungel Baru 163 157 320 

12. Lukup Baru 52 39 91 

13. Penomon Jaya 157 159 316 

Jumlah 2018 2141 4159 

Sumber Data:Profil Desa Kecamatan Rikit Gaib 2018 
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4. Pendidikan 

Prasarana pendidikan formal di Kecamatan Rikit Gaib sebanyak 18 unit 

yang terdiri dari, prasarana pendidikan formal keagamaan sebanyak 5 unit dan 

prasarana pendidikan non formal sebanyak 7 unit. Prasarana pendidikan tersebut 

tersebar dalam wilayah Kecamatan Rikit Gaib diantaranya Pendidikan Anak 

Usia Dini/PAUD sebanyak 2 unit terletaj di desa Mangang dan Rikit Gaib, 

Sekolah Dasar sebanyak 8 unit yang tersebar di desa Mangang 1 unit, Rikit Gaib 

3 unit, desa Pinang Rugup 1 unit, desa Rempelam 1 unit Cane Toa 1 unit dan 

Tungel Baru 1 unit. Sedangkan untuk sekolah lanjutan Tingkat Pertama/SLTP 

terdapat 4 unit yang tersebar di Desa Mangang 1 unit, Rikit Gaib 1 unit, Desa 

Ampa Kolak 1 unit dan Desa Penomon Jaya 1 unit. Adapin Sekolah Menengah 

Atas/SMA sebanyak 2 unit yang terletak di Desa Rikit Gaib dan Desa Ampa 

Kolak, sdangkan untuk pendidikan perguruan tinggi tidak terdapat di wilayah 

Kecamatan Rikit Gaib. 

Tingkat pendidikan Penduduk Kecamatan Rikit Gaib berdasarkan hasil 

suvei pada tahun 2017 yang lalu. Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak pernah 

sekolah dan yang pernah sekolah tapi pernah SD namun tidak tamat adalah yang 

tertinggi sebanyak 666 jiwa. Sedangkan penduduk Kcamatan Rikit Gaib yang 

mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi mencapai 433 jiwa sehingga 

dapat dirata-ratakan tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Rikit Gaib 

relatif lebih baik. 

5. Kesehatan 

Aspek pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu 

prioritas Kecamatan Rikit Gaib. Hal ini tergambar dari banyaknya prasarana 

kesehatan yang tersebar di beberapa desa. Diantaranya prasarana kesehatan 

sebanyak 21 unit didukung dengan dokter praktek 1 orang, apotik 1 unit di Desa 

Ampa Kolak, pusat layanan terpadu/posyandu sebanyak 11 unit dimasing-

masing desa, pustu sebanyak 4 unit yang terletak di Desa Kuning, Tungel, 

Pinang Rugup dan Lukup Baru 1 unit serta puskesmas sebanyak 3 unit yang 



36 
 

 
 

terletak di desa Ampa Kolak, Rikit Gaib dan desa Tungel Baru. Sedangkan 

untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut, penduduk Kecamatan Rikit Gaib 

dapat merujuk ke Rumah Sakit Daerah di Ibu Kota Kabupaten Gayo Lues. 

6. Peribadatan 

Terdata hampir diseluruh desa dalam wilayah Kecamatan Rikit Gaib 

memiliki sarana peribadatan diantaranya Mesjid dan Musholla sebanyak 18 unit 

ynag diantaranya terdiri Mesjid 8 unit dan Musholla sebanyak 10 unit, berikut 

dibawah ini disajikan jumlah sarana peribadatan berdasarkan desa di Kecamatan 

Rikit Gaib. 

Tabel 3. Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Rikit Gaib tahun 2018 

 

No 

 

Desa 

Jenis Sarana Ibadah  

Jumlah Mesjid Musholla 

1. Kuning  1 0 1 

2. Padang Pasir 0 1 1 

3. Mangang 0 1 1 

4. Rikit Gaib 1 0 1 

5. Ampa Kolak 1 0 1 

6. Cane Uken 0 1 1 

7. Tungel 1 1 2 

8. Pinang Rugup 1 1 2 

9. Rempelam 1 1 2 

10. Cane Toa 1 1 2 

11. Tungel Baru 0 1 1 

12. Lukup Baru 0 1 1 

13. Penomon Jaya 1 1 2 

Jumlah 8 10 18 

Sumber Data: Profil Kecamatan Rikit Gaib 2018 
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7. Industri Pengolahan dan Tenaga Kerja 

Mata pencarian pokok penduduk di Kecamatan Rikit Gaib mayoritas 

adalah petani dan pengrajim sebanyak 1969 orang disusul pegaawai negeri, 

pensiunan, karyawan dan TNI POLRI sebanyak 235 orang dan terdapat juga 

penduduk yang sumber mata pencahariannya sebagai buruh tani sebanyak 207 

orang, edagang atau wiraswasta sebanyak 161 orang serta sebanyak 216 orang 

memiliki mata pencaharian tidak tetap. 

Selain itu pada umumnya penduduk kecamatan Rikit Gaib memiliki 

lahan perkebunan sereh wangi sebesar 492 Ha dengan hasil produksi sebanyak 

68,56 ton/thn, diikuti lahan komoditi kemiri sebear 28 Ha dengan hasil panen 

sebanyak 77, 98ton/thn dan tembakau yang luasan lahan 13 Ha dengan hasil 

produksi 18, 40 ton/thn. Disamping itu komoditi perkebunan Kecamatan Rikit 

Gaib terdiri dari kopi, kakao (coklat), kelapa dan juga pinang. 

 

B. Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib 

Kab. Gayo Lues 

Pernikahan usia dini merupakan dimana seseorang tersebut belum 

mencapai dewasa. Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi 

yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa 

dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap 

secara fisik dan psikis. 

Umur didalam perkawinan juga sudah diatur dalam undang-undang No. 

1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana Perkawinan hanya 

diizinkan apabila pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 17 tahun. 

Kemudian didalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-

undang No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan diizinkan jika seorang pria dan 

wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.  
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Penulis tidak menemukan data terhadap peningkatan perkawinan usia 

dini di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Namun pada saat penulis 

melakukan wawancara dengan bapak Saleh Adri selaku kepala Kantor Urusan 

Agama di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues ia menyatakan bahwa 

setiap tahunnya ada yang melakukan perkawinan dibawah umur. Ketika mereka 

melaporkan kepada pihak Kantor Urusan Agama, dan pihak Kantor Urusan 

Agama pun memberikan arahan kepada para pihak bahwa perkawinan dibawah 

umur tidak diizinkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perkawinan boleh dilakukan 

kecuali meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta 

oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Namun para pihak tidak 

melakukan arahan dari Kantor Urusan Agama dan tetap melakukan perkawinan 

tanpa adanya pencatatan. Kecamatan Rikit Gaib terdiri 13 desa, dari 13 desa 

tersebut penulis melakukan wawancara sebanyak empat desa yakni, Desa 

Mangang, Desa Kota Rikit Gaib, Desa Padang Pasir dan Desa Tungel.  

Menurut bapak Saleh Adri selaku Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Rikit Gaib bahwa perkawinan usia dini merupakan suatu perkawinan 

yang dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah umur dimana yang 

sebenarnya ia belum siap untuk menikah sehingga banyak menimbulkan 

dampak negatif  ketika seseorang sudah berumah tangga. Tetapi yang menjadi 

permasalahan adalah banyak orang yang menikah dibawah usia yang telah 

ditentukan oleh undang-undang.
62

 

Namun ada juga sebagian masyarakat yang mendukung perkawinan usia 

dini jika itu yang mendatangkan sebuah kebaikan. seperti dikemukakan oleh 

bapak Khalidun selaku Geuchik Desa Padang Pasir. Mungkin kalau mereka 

tidak menikah diusia dini banyak yang hamil diluar menikah karena zaman 

sekarang hubungan pacaran itu dijadikan sebuah trend, dari hasil pacaran itulah 
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 Wawancara dengan Saleh Adri (Kepala KUA Kecamatan Rikit Gaib) tanggal 18 

Maret 2020 
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menimbulkan anak yang hamil diluar menikah. Menurutnya menikah di usia 

dini lebih baik dari pada tidak menikah tapi banyak mudharatnya.
63

 Hal ini 

serupa seperti dikemukakan oleh ibu Nadia Uktari selaku tokoh masyarakat di 

desa Mangang bahwa baginya menikah diusia dini itu lebih baik, karena ketika 

ia belum menikah bisa bergaul dengan siapa saja. Bahkan ia berani pergi 

kemana saja dengan orang yang bukan mahram, tetapi ketika sudah menikah 

perilakunya jauh lebih baik meskipun ekonomi kami kurang baik setelah 

menikah.  Ibu Nadia juga mengemukakan bahwa ia sangat paham terhadap batas 

usia dalam perkawinan dalam undang-undang, namun ia harus melakukan 

perkawinan tersebut karena menurutnya dari pada terjadi dengan hal yang tidak 

diinginkan maka lebih baik melakukan perkawinan meskipun masih dibawah 

umur. 
64

 

Pernyataan ibu Nadia Uktari sangat ditentang oleh bapak Musa selaku 

tengku imum di desa Mangang, ia mengemukakan perkawinan usia dini 

merupakan perkawinan yang dilakukan seseorang masih dibawah usia yang 

telah ditentukan oleh undang-undang. Tentu hal ini membawa dampak negatif 

ketika ia sudah berumah tangga, seperti sering terjadinya sebuah pertengkaran, 

ketidak pandaiannya menyesuaikan diri dengan mertua ataupun dengan 

masyarakat, belum kerja mandiri sehingga masih mengaharapkan orang tuanya. 

Seorang yang menikah terlalu dini juga akan akan kesulitan untuk melahirkan 

karena rahimnya belum siap.
65

 Pendapat bapak musa juga sependapat dengan 

bapak kader selaku Tengku Imum desa Tungel bahwa ia bersikeras menolak 

perkawinan usia dini karena banyak menimbulkan dampak negatif ketika 

seseorang sudah berumah tangga.
66
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Menurut bapak Taher selaku Kepala Desa Kota Rikit Gaib menyatakan 

bahwa perkawinan usia dini adalah suatu perkawinan yang dilakukan seseorang 

yang belum dewasa, menurutnya perkawinan usia dini ada sisi dampak negatif 

ada juga dampak positif. Dampak positifnya adalah ketika ia lebih memilih 

menikah diusia dini maka akan menghindari dari perzinahan, mungkin itu lebih 

baik dari pada ia tidak menikah tapi tidak dapat menjaga diri dari perbuatan 

dosa. Dampak negatifnya adalah ketika ia sudah menikah, karena belum ada 

persiapan sebelum menikah apapun masalah yang terjadi ia tidak dapat 

mengatasinya sehingga timbullah perceraian dan menjadi janda ataupun duda 

disaat umur yang masih muda.
67

  

Menurut bapak Yasin selaku tokoh masyarakat desa Tungel ia 

menyatakan tidak begitu paham terhadap peraturan undang-undang apalagi 

batasan usia dalam perkawinan, karena ia juga mengaku menikahi istrinya pada 

saat istrinya berumur 14 tahun. Bapak Yasin menyatakan bahwa pada jaman 

dulu tidak pernah dijelaskan berapa batas usia dalam perkawinan, menurutnya 

jika seseorang tersebut sudah merasa untuk menikah atau dinikahi maka tak 

segan-segan melakukan perkawinan dibawah usia yang telah ditentukan oleh 

undang-undang.
68

 

Menurut Ibu Jurida selaku tokoh masyarakat Padang Pasir yang 

melakukan perkawinan dibawah umur melalui perkawinan naik, menyatakan 

bahwa ia paham terhadap batas usia dalam perkawinan walaupun ia awam 

terhadap peraturan undang-undang No. 1 Tahun 1974, namun ia melakukan 

perkawinan tersebut karena terpaksa, dengan kebutuhan ekonomi yang tidak 

memungkinkan dan memaksanya harus bekerja untuk membantu keluarganya 

dalam mencari nafkah. Hal serupa yang dinyatakan oleh Ibu Yuni salah satu 

tokoh masyarakat desa Kota Rikit Gaib yang melakukan perkawinan dibawah 

umur, ia paham terhadap peraturan undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa 
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usia dalam perkawinan laki-laki harus mencapai umur 19 tahun dan perempuan 

harus mencapai 16 tahun, menurutnya melakukan perkawinan dibawah umur 

adalah suatu perbuatan yang baik dilakukan karena dengan melakukan 

perkawinan tersebut dapat menghindari perbuatan hal yang tidak wajar, seperti 

hubungan pacaran. Ibu Yuni menyatakan bahwa hubungan pacaran itu bukanlah 

hal yang baik, karena dengan hubungan pacaran banyak anak muda apalagi 

perempuan tidak dapat menjaga dan mengontrol diri dari perbuatan hal yang 

tidak wajar untuk dilakukan sehingga banyak anak muda hamil diluar nikah. 

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap usia dalam perkawinan 

dimasyarakat Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues adalah banyak yang 

paham tentang hal tersebut, namun hanya ada beberapa faktor yang 

menyebabkan beberapa masyarakat Kecamatan Rikit Gaib melakukan 

perkawinan usia dini baik dari mereka sendiri, keluarga atau hal yang lainnya, 

hal ini dapat dilihat pada pertanyaan angket dibawah ini: 

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Hasil dari penyebaran angket, jawaban 

responden sangat baik terhadap makna dalam perkawinan, artinya masyarakat 

Kecamatan Rikit Gaib paham bahwa untuk menjenjang dalam suatu pernikahan 

harus ada tujuan yang baik dapat membentuk keluarga yang sakinah, 

mawaddah, warahmah, pernyataan tersebut dapat dilihat dari hasil jawaban 

responden pada diagram dibawah ini: 

Diagram 1: 

 

               Keterangan: 

                    Sangat Setuju 

                    Setuju 

                     Kurang Setuju 
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“Calon mempelai harus mempersiapkan diri sebelum menikah, baik dari segi 

psikologis maupun sosial”. Sehingga tujuan didalam pernikahan akan tercapai 

yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hasil angket terhadap 

pernyataan tersebut masyarakat Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues 

meresponnya juga sangat baik, dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 

Diagram 2: 

                                                                    

 

                                                                   

Keterangan: 

 Sangat Setuju 

 Setuju 

 KurangSetuju 

 Tidak Setu ju 
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C. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo 

lues        

         Faktor yang menyebabkan perkawinan usia dini di Kecamatan Rikit 

Gaib Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Keluarga 

Penyebab utama perkawinan usia dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo 

Lues menurut bapak Saleh Adri selaku kepala Kantor Urusan Agama adalah 

karena kelalaian orang tua. Sering kali orang tua hanya memperhatikan 

bagaimana caranya agar anak-anaknya dapat makan tiga kali sehari dan hidup 

sehat (mencari nafkah). Kelalaian orang tua dalam mencari nafkah banyak 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh anak, misalnya kurangnya curahan kasih 

sayang terhadap anak sehingga kurangnya keharmonisan anak dengan orang tua, 

kurangnya didikan orang tua terhadap anak sehingga menyebabkan anak tidak 

mempunyai karakter dan berakhlakul karimah, kurangnya perhatian orang tua 

terhadap anak dimulai dari aktivitas anak sehari-hari dan lingkungannya, 

sehingga menimbulkan pergaulan bebas dan kebebasan anak dalam bermedia 

sosial.
69

 

2. Faktor Media Sosial 

 Bapak Mukmin selaku tengku Imum desa Padang Pasir  menyatakan 

bahwa perkawinan usia dini ini juga dipengaruhi oleh media sosial, hal ini 

terjadi karena orang tua memberikan gadget kepada anaknya, tetapi mereka lalai 

mengontrol dan mengawasi anaknya ketika bermain gadget. Bahkan ada 

masyarakat lain malu ketika anaknya tidak mempunyai gadget karena teman-

teman lain memilikinya.
70

 Tetapi, ada juga seorang anak yang memaksa agar 
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orang tua agar dibelikan gadget tersebut yang dinyatakan oleh bapak Abu Bakar 

selaku tokoh masyarakat di Desa Padang Pasir.
71

 

3. Pergaulan bebas 

Pergaulan bebas juga terjadi karena kelalaian orang tua, seperti yang 

dinyatakan oleh bapak Zul Kifli selaku Kepala Desa Mangang bahwa orang tua 

lalai dalam mendidik anak dan membiarkan anaknya berkeliaran dengan orang 

siapa saja. Menurutnya kelalaian ini terjadi karena orang tua sibuk bekerja dan 

tidak ada kontrolan sama sekali, sehingga ketika anaknya berteman dengan 

lingkungan yang tidak jelas orang tua tidak mengetahuinya. Selain dari kelalaian 

orang tua pergaulan bebas juga terjadi karena handphone atau gadget, dengan 

kecanggihan teknologi internet misalnya, para remaja masih dibawah umur 

bebas mengakses apa saja seperti tontonan yang tidak layak ditonton.
72

 Seperti 

yang dikemukan oleh bapak Muhammad Ali tokoh masyarakat di Desa 

Mangang, dengan adanya tontonan yang tidak baik yang masih dibawah umur 

sudah berpacaran dan melakukan hal tidak wajar atau tidak pantas sehingga 

menyebabkan hamil diluar nikah.
73

 Hal ini juga serupa pernyataan bapak Idris 

selaku tengku Imum Desa Kota Rikit Gaib bahwa perkawinan naik terjadi 

karena hubungan pacaran, hubungan ini terjadi karena bebasnya bermedia 

sosial.
74
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4. Faktor Ekonomi 

Menurut Ibu Sabila salah satu tokoh masyarakat di Desa Tungel yang 

melakukan perkawinan masih dibawah umur ia menyatakan bahwa, hal ini 

terjadi ketika orang tua tidak mampu menyambung pendidikan keperguruan 

tinggi karena ekonomi yang memprihatinkan. Ketika ia memilih menikah tentu 

tidak direstui oleh orang tuanya, maka melakukan perkawinan dibawah  umur 

melalui perkawinan naik adalah jalan yang terbaik. 
75

 Pendapat yang sama 

dengan ibu Jurida Yani tokoh masyarakat desa Padang Pasir salah satu pasangan 

melakukan perkawinan usia dini melalui perkawinan naik Ia menyatakan bahwa 

melakukan perkawinan naik karena terpaksa, karena ekonomi yang 

memprihatinkan ia dipaksa bekerja oleh keluarganya. Karena tidak sanggup 

dengan beban pekerjaan yang berat maka ibu Jurida pun memilih menikah 

dengan seorang lelaki mapan dengan melakukan perkawinan naik.
76

 

5. Tingkat Pendidikan  

Menurut bapak Saleh Adri salah satu faktor perkawinan usia dini karena 

rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. 

Masyarakat disana masih kurang pengetahuan terhadap dampak negatif ketika 

melakukan perkawinan usia dini, terutama dari orang tua sehingga tidak ada 

bekal untuk mengajarkan kepada anak-anak. orang tua sibuk dengan 

pekerjaanya dan didikan terhadap anakpun menjadi berkurang dan mudah sekali 

terjerumus krdalam lingkungan yang tidak benar.
77
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6. Kawin Naik (Kawin Lari) 

        Bapak Khalidun selaku kepala desa  Padang Pasir menyatakan bahwa 

penyebab perkawinan naik yang terjadi di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues 

karena orang tua sering kali diambil sebagai jalan pintas menutupi aib karena 

anak tersebut hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Bapak Khalidun juga 

menyatakan perkawinan ini juga terjadi karena kecelakaan karena berkendaraan 

pada saat mereka berpacaran, sehingga silaki-laki membawa perempuan tersebut 

melalalui perkawinan naik.
78

  

        Menurut bapak Saleh Adri selaku kepala Kantor Urusan Agama Rikit 

Gaib menyatakan bahwa perkawinan naik bermula para remaja kenalan melalui 

facebook, instagram atau lainnya, kemudian mereka saling kenal dan menjalin 

hubungan pacaran dan mereka pun melakukan perkawinan melalui perkawinan 

naik karena akan takut hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga. Bapak 

Saleh Adri juga mengatakan anak zaman sekarang sering kali menyalah artikan 

dari perkawinan naik ini, pada masa dulu perkawinan naik dilakukan ketika 

seorang mempelai laki-laki yang sudah direstui orang tuanya datang melamar 

mempelai perempuan namun tidak direstui oleh keluarga mempelai perempuan, 

padahal mereka sama-sama suka dan merekapun melakukan perkawinan naik. 

Tentu ini bertentangan dengan adat yang ada.
79

  Perkawinan usia dini terjadi 

karena perkawinan naik, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden pada 

diagram  dibawah ini: 
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Diagram 3: 

Keterangan: 

 Sangat Setuju 

 Setuju 

 KurangSetuju 

 Tidak Setuju 

 Sangat Tidak Setuju 

 

Perkawinan naik juga terjadi karena hubungan pacaran, hal ini dapat dilihat dari 

jawaban responden  pada diagram dibawah ini: 

Diagram 4: 

 

Keterangan: 

 Sangat Setuju 

 Setuju 

 KurangSetuju 

 Tidak Setuju 

 Sangat Tidak Setuju 

 

 

Perkawinan usia dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues akibat perkawinan naik 

tidak mempersiapkan perkawinan secara matang dan maksimal, jawaban 

responden masyarakat dari hal tersebut sangat baik ketika mereka menikah tidak 

ada persiapan sehingga setelah menikah banyak mudharat yang mereka 

dapatkan seperti terjadi cekcok dan menimbulkan perceraian. Dapat dilihat pada 

diagram dibawah ini: 
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Diagram 5: 

Keterangan: 

 Sangat Setuju 

 Setuju 

 KurangSetuju 

 Tidak Setuju 

 Sangat Tidak Setuju 

 

 

      Jika dilihat dari jawaban hasil responden masyarakat Kecamatan Rikit 

Gaib Kabupaten Gayo Lues bahwa jawaban mereka sangat baik terhadap faktor 

penyebab perkawinan usia dini. Bahwa penyebab perkawinan usia dini karena 

perkawinan naik. Hal ini bermula karena hubungan pacaran dan mereka pun 

melakukan sebuah perkawinan naik. karena melakukan perkawinan tentu tidak 

ada persiapan secara matang untuk menjenjang ke pernikahan. Sehingga pada 

saat mereka sudah berumah tangga banyak menimbulkan dampak negatif.  

 Selain itu salah satu penyebab perkawinan naik juga merupakan jalan 

keluar yang sering diambil keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan 

menyelamaatkan status anak pasca kelahiran yang terjadi diluar nikah. Tentu hal 

ini bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. 

      Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor utama perkawinan 

usia dini bukan dari remaja itu sendiri, akan tetapi ada objek lain untuk 

terdorongnya seseorang melakukan perkawinan usia dini, yakni dari keluarga itu 

sendiri maupun dari orang tua. Hal ini terjadi mungkin karena kurangnya 

pemahaman ilmu agama dan kurangnya pendidikan sehingga masih ada 

sebagian masyarakat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, 

undang-undang maupun adat. 
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    Meningkatnya perkawinan usia dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues 

dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini: 

Tabel 4. Jumlah Usia Perkawinan Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo 

Lues (Tahun 2012-2018) 

No. Usia Perkawinan Jumlah  Tahun kawin 

1. <14 9 2012 

2. <15 17 2013 

3. <15 20  2014 

4. <15 25  2015 

5. <16 19  2016 

6. <15 26  2017 

7. <15 29  2018 

Sumber Data: Perangkat Desa di Kec. Riki Gaib. Kab. Gayo Lues 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2012 masih belum banyak 

melakukan perkawinan usia dini dibawah usia 14 tahun, pada tahun 2013 

mengalami peningkatan dibawah usia 15 tahun hingga tahun 2015. Pada tahun 

2016 perkawinan usia dini mengalami penurunan dibawah usia 15 tahun, 

kemudian pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan yang 

melakukan perkawinan usia dini dibawah 15 tahun. Jumlah sebenarnya dari 

perkawinan usia dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues tidaklah mudah 

ditemukan, karena pada umumnya perkawinan usia dini dilakukan dihadapan 

tengku Imum dan tidak tercatat di KUA. 

 

D. Pandangan Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat terhadap 

Perkawinan Usia Dini di Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues 

      Hukum Islam sendiri memang tidak menetapkan dengan tegas usia 

dalam perkawinan. Namun,  hanya  memberikan tanda-tanda atau syarat-syarat 

ketika seseorang ingin melangsungkan sebuah perkawinan.Seperti dalam Q.S 

An-Nisa ayat 6: 
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ال هُ  نْهمُْ رُشْدًا ف ادْف عُوا إلِ يْهِمْ أ مْو  ان سْتمُ مِّ اح  ف إنِْ ء  اب ل غُوا النِّك  تَّى إذِ  ابْت لوُا الْي ت ام ى ح  افً و   َ ْْ لَ َ ْكُْلوُه إإِ ارًا مْ و  بدِ  ا و 

ف عْتمُْ إلِ   ا د  وفِ ف إذِ  َُ عْ ا ف لْي ْكُْلْ بِالْم  ًَ ن ك ان  ف قِي م  نِي ًا ف لْي سْت عْففِْ و  ان  غ  ن ك  م  وا و  َُ ال همُْ ف ْ شْه دُوا أ ن ي كْب  يْهِمْ أ مْو 

سِيباً ف ى بِاللهِ ح  ك  ل يْهِمْ و   ع 

 

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. 

Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas 

kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) 

sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, 

maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) 

dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang 

patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka 

hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi 

mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” 

(Q.S an-Nisa [4]:6)
80

  

  

Makna balaghun nikah dalam ayat tersebut dalam tafsir al-Misbah 

adalah sudah cukup umur dan siap menikah, adalah sampai siap untuk beristri, 

yaitu setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami 

dan memimpin keluarga.
81

 Hamka juga menyatakan bahwa balaghun nikah itu 

diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur, 

tetapi juga tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada 

juga seorang anak usianya belum dewasa, tetapi ia telah cerdik dan ada pula 

seseorang usianya telah dewasa, tetapi belum matang pemikirannya.  

Kemudian tanda-tanda dan syarat-syarat dalam perkawinan adalah harus 

mukallaf, adapun tanda mukallaf itu sendiri adalah  seperti yang disebutkan 

dalam hadits: 

“Rasulullah saw bersabda: diangkat hukum dari tiga perkara yaitu dari 

orang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimipi/baligh, dan orang 

yang gila hingga sembuh (H.R Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasa’i 
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 Hadits tersebut menyebutkan ada tiga macam ketika seseorang sudah 

mukallaf, yakni orang yang bangun, orang yang telah baligh, dan orang sehat 

atau tidak orang gila.  Jadi, yang diperintahkan kawin adalah dimana orang telah 

cukup umur yakni sanggup melakukan hubungan suami istri, memperoleh 

keturunan dan telah memiliki tanggung jawab. Selain itu dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut: 

سْعُوْدٍ ق ال   نِ ابْنِ م  وْلُ اللهِ ص: ع  ُْ جْ، ف انَِّهُ ا غ ضُّ : ق ال  ر  وَّ ة  ف لْي ت ز  ت ط اع  مِنْكُمُ الْب اء  ْْ نِ ا ب ابِ م  َ  الشَّ عْش  ي ا م 

جِ  َْ نُ للِْف  َِ و  ا حْص  اءٌ . للِْب ص  وْمِ ف انَِّهُ ل هُ وِج  ل يْهِ باِلصَّ نْ ل مْ ي سْت طِعْ ف ع   الجماعة .و  م 

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW  bersabda, “Hai para 

pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka 

nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan 

pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang 

belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya 

(menjadi) pengekang syahwat”. (H.R Bukhari) 

Kedewasaan sangat penting dalam pernikahan, bahwa kedewasaan itu 

ditandai dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh 

yakni ihtilam bagi pria dan wanita, sehingga kedewasaan seseorang sering 

diidentikkan dengan baligh.
82

 

 Ibn al-Mundzir juga menyatakan bolehnya melakukan perkawinan usia dini 

sebagai ijma’ kalau memang sekufu. Dalil yang dipakai mayoritas ini salah 

satunya adalah ketika Nabi Muhammad saw. Menikahi Aisyah ketika berumur 6 

tahun.
83

 

Imam Mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan usia bagi seseorang 

telah dianggap dewasa,  Imam Syafi’i dan Hambali mengemukakan bahwa anak 

laki-laki dan perempuan dianggap baligh apabila telah berusia 15 tahun. Imam 

Hanafi menetapkan usia apabila telah dewasa adalah 18 tahun bagi anak laki-

laki dan 17 tahun bagi anak perempuan, sedangkan golongan Imamiyah 

menyatakan bahwa seseorang yang sudah dianggap dewasa adalah 15 tahun bagi 

laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menyikapi tentang anak perempuan yang 
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berusia 9 tahun, terdapat dua pendapat. Pertama Imam Malik, Imam Syafi’i, dan 

Imam Hanafi menegaskan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun 

hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun, sehingga belum dianggap dewasa. 

Kedua, anak perempuan tersebut dianggap telah dewasa karena telah 

memungkinkan haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan 

meskipun tidak ada hak khiyar baginya, sebagaimana dimiliki oleh wanita 

dewasa.
84

 

 Imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan nikah dini. yaitu laki-

laki dan perempuan yang masih kecil dan pada umumnya zaman dahulu para 

ulama membolehkan seorang bapak sebagai wali mujbir mengawinkan anaknya 

laki-laki atau perempuan yang masih gadis dan masih dibawah umur tanpa 

meminta persetujuan dari anaknya terlebih dahulu baik kebolehan tersebut 

dinyatakan secara jelas seperti ungkapan “boleh terjadi pernikahan antara laki-

laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil”
85

 

 Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam 

pasal 7 ayat 1, juga telah dijelaskan bahwa sesorang yang melangsungkan 

perkawinan harus beumur 19 tahun bagi laki-laki dan berumur 16 tahun bagi 

perempuan. Disamping itu, bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun 

diharuskan mendapat izin dari kedua orang tua atau pengadilan, seperti 

disebutkan pada pasal 6 ayat (2) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. Adapun isi ayat (2) “untuk melangsungkan perkawinan 

seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua 

orang tua. Sedang isi ayat (5) adalah “dalam hal ada perbedaan pendapat antara 

orang-orang yang disebut dalam ayat (2) (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang 

atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilaan 

dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 
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perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah 

terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) 

pasal ini. Dengan demikian, apabila izin tidak didapatkan dari orang tua, 

pengadilaan dapat memberi izin.
86

 

 Sementara didalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 15 ayat 

(1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh 

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan 

dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni 

calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-

kurangnya berumur 16 tahun.
87

 

 Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa seseorang yang ingin 

melangsungkan perkawinan harus memiliki syarat, yakni seseorang itu harus 

dewasa. Makna dewasa dalam hal ini adalah bukan berarti dewasa dalam umur, 

akan tetapi ia harus dewasa dalam pemikiran dan siap untuk menikah baik itu 

secara biologis, psikologis, dan ekonominya. Sehingga ketika sudah berumah 

tangga atau melakukan perkawinan dapat membentuk rumah tangga yang 

damai, tentram dan kekal. Jika para pihak belum dewasa dan matang jiwanya 

mungkin hal ini tidak akan tercapai. 

Jika dilihat hukum perkawinan dalam praktik masyarakat Kecamatan 

Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues penulis menyimpulkan, sebaiknya perkawinan 

tidak dilakukan, karena jika perkawinan tersebut dilakukan maka akan 

mendatangkan kemudharatan ketika ia sudah menjalani rumah tangga. Hal ini 

terjadi karena sama sekali belum mepersiapkan mental kejenjang pernikahan. 

Didalam surat an-Nisa ayat 6 telah jelas bahwa syarat dalam sebuah perkawinan 

adalah harus dewasa  dalam arti harus siap menikah, mampu beristri dan 

memimpin rumah tangga. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

Setelah menguraikan tentang persepsi masyarakat terhadap perkawinan 

usia dini di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, maka sebagai akhir 

tulisan ini dapat ditarik kesimpulan. Disamping itu untuk mendapatkan 

penjelasan melalui kesimpulan tersebut penulis memberikan jalan keluar lewat 

saran-saran. Adapun yang menjadi kesimpulan dan saran adalah: 

A. Kesimpulan 

1. Persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia dini di Kecamatan Rikit Gaib 

Kabupaten Gayo Lues adalah suatu perkawinan yang dilakukan dimana 

seorang tersebut masih dibawah umur. Menurut masyarakat disana  

perkawinan dini boleh dilakukan apabila terdapat dampak positif, seperti 

terhindar dari pebuatan maksiat atau terjadinya sesuatu hal yang tidak 

diinginkan. Tidak boleh dilakukan jika perkawinan dini banyak 

mendatangkan kemudharatan ketika sudah berumah tangga. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di Kecamatan Rikit 

Gaib Kabupaten Gayo Lues adalah karena faktor keluarga, faktor media 

masa, faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi dan faktor lemahnya iman. 

3. Pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan usia dini di Kecamatan Rikit 

Gaib Kabupaten Gayo Lues adalah akan menjadi wajib melakukan 

perkawinan usia dini jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk 

menikah serta memiliki nafsu biologis dan khawatir benar dirinya akan 

melakukan perbuatan zina. Akan menjadi haram melakukan perkawinan usia 

dini jika hanya untuk memuaskan nafsu dan merugikan salah satu pihak dari 

pasangan tersebut. 
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B. Saran 

1. Bagi remaja secara umum di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues 

untuk bisa memaknai dari perkawinan usia dini baik dari segi dampak positif 

dan dampak negatif, karena untuk menuju kejenjang perkawinan harus siap 

dan matang ketika menjalankan kehidupan rumah tangga, Sehingga dapat 

menjalankan rumah tangga dengan baik. Selain itu, para remaja sebaiknya 

menyibukkan diri untuk memperdalam agama agar dapat mengontrol diri 

dari perbuatan-perbuatan tidak wajar ataupun suatu perbuatan tidak baik. 

2. Bagi orang tua secara umum di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues 

untuk bisa berperan aktif dalam memberikan pendidikan yang baik, 

memberikan pemahaman tentang ilmu agama, memberikan curahan kasih 

sayang terhadap anak, serta dapat mengontrol anak dari pergaulan bebas, 

untuk menghindari terjadinya perkawinan usia dini dan perkawinan naik. 

3. Bagi tokoh agama dan masyarakat di Kecamatan Rikit Gaib juga ikut 

berpatisipasi memberikan pemahaman tentang usia perkawinan yang sesuai 

tuntunan Al-Qur’an maupun Hadis, dan memberikan arahan dan bimbingan 

kepada para pihak yang menginginkan menikah diusia muda, serta 

memberikan pemahaman dampak terhadap orang yang melakukan 

perkawinan diusia dini. 
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